
BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

KEDT DITKAII, SUSIIIIAII ORGAITISASI, TUGAS DAI{ trII'M}SI,
SERTA TATA I(TR.'A DIITAS PEITAITAUAIT UODAL

DAIT PEL/TYAITAIT TERPAI'U SATT' PIIVTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Thgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan kmbaran Negara Nomor O9)'
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
kmbaran Negara Rapublik Indonesia Nomor
273Ol.;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20tt tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a9al|'

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;





(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat,membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan
Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
c. Bidang Perencanaan, Pengembangan lklim,

dan Promosi Penanzrman Modal, membawahi:
1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman

Modal;
3. Seksi Promosi Investasi dan Kerjasama

Penanaman Modal;
d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan, membawahi:
l. Seksi Periirnan dan Non Perizinan I;
2. Seksi Perizinan dan Non Perizinan II;
3. Seksi Perizinan dan Non Perizinan III.

e. Bidang Informasi, Pengaduan, dan
Pengendalian Penzinan dan Penanaman
Modal, membawahi:
1. Seksi Informasi dan Pengolahan Data

Sistem Informasi;
2. Seksi Pengaduan dan Advokasi Layanan;
3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan

Perizinan dan Penanaman Modal;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(41 Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

tsl Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Stmkttrr Organisasi Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati
dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

c. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat
(1) huruf b mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan

administrasi umum, kepegawaian, penJrusun€rn
program, perlenglapan dan aset, keuangan, hubungan
masyarakat dan keprotokolan, pe{pustakaan dan

, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kinerja dan keuangan Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Sekretariat menyelen fungsi:
a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan,

perlengkapan/aset, serta kearsipan dan
perpustakaan Dinas;

c. pengelolaan urusan rrmah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

d. pelaksanaan koordinasi pen5rusunErn lrerenc€rnaan
program, anggaran, dan perundang-undangan;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi
dan tata laksana, serta program dan kegiatan
Dinas;
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f. pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas

antar Bidang; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf I
Sub Bagian Perencanaan, [Jmum, dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Perencanalrt, Umum, dan Kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
angka 1 mempunyai tugas:

^. melaksanakan tata usaha llmllrn, tata usaha
pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;

b. melaksanakan urusan administrasi surat
men5rurat, pendistribusian surat, dan tata
kearsipan;

c. melaksanakan urusan rumah tangga,
perlengkapan, dan inventaris Dinas;

d. memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan
kantor;

e. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat
dan keprotokolan;

f. melaksanakan analisa kebututran dan pengadaan
barang kebutuhan Dinas;

g. men5rusun bahan pembinaan kepegawaian,
kelembagaan, dan ketatalaksana€ul Dinas;

h. melaksanakan tata usaha kepegawaian,
pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu
pengetahlran, disiplin, dan kesejahteraan pegawai,
serta pengelolaan dokumen kepegawaian;

i. menJrusun bahan pengoordinasian kegiatan
perencan€ran, monitoring, dan evaluasi, serta
pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;

j. menJrusun perenc€rnaan kinerja, program, dan
kegiatan Dinas;

k. men5rusun hasil pelaksanaan monitoring dan
evaluasi kinerja, program dan kegiatan Dinas;

l. menJrusun laporan kinerja, program, dan kegiatan
Dinas; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 1O

Sub Bagan Keuangan dan Aset sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2
mempunyai tugas:
a. melaksanakan verifrkasi dan akuntansi pengelolaan

keuangan Dinas;
b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji

dan tunjangan pegawai;
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c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset
Dinas;

d. men5rusun laporan pertanggungiawaban
pengelolaan keuangan dan aset Dinas; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keriga
Bidang Perencanaan, Pengembangan lklim,

dan Promosi Penanaman Modal
Pasal 11

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan
Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas
men5rusun rencana dan melaksanakan kegiatan
promosi, pengembangan, dan pelayanan bidang
Penanaman Modal.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11., Bidang Perencanaan, Pengembangan
Iklim, dan Promosi Penanaman Modal
menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian, pen5rusrlnan, dan pengusulan rencana

lrmlrrn, rencana strategis, dan rencana
pengembangan pen€rn€unan modal berdasarkan
sektor usaha maupun wilayah;

b. pengkajian, pen5rusunan, dan pengusulan
deregulasi/ kebijakan pen€rnaman modal;

c. pengembangan potensi dan peluang pen€rn€rm€rn
modal dengan memberdayakan badan usaha
melalui penanaman modal, antara lain
meningkatkan kemitraan dan daya saing
penanaman modal; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf I
Seksi Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 13

Seksi Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1

mempunyai tugas:
a. mengkaji peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk
pelaksanaan serta dokumen lainnya yang
berkaitan dengan fasilitasi dan pengembangan
penanam€rn modal;

b. men5rusun, melaksanakan, dan mengendalikan
program kerja perencanaan penanaman modal;
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c. men5rusun bahan kebijakan pengembangan
pen€rnaman modal sesuai dengan program
pembangunan daerah, provinsi, dan pusat;

d. menyiapkan rencana pengembeingan infrastruktur
bagi penanaman modal;

e. mengidentifikasi dan men5rusun daftar pengusaha
kecil, menengah, dan besar untuk calon mitra
usaha termasuk datam rangka kemitraan;

f. menyiapkan profrl investasi proyek kemitraan;
g. menyiapkan pemberian fasilitas/insentif bidang

penanamurn modal;
h. melaksanakan pedoman tata cara kegiatan

penanaman modal yang ditetapkan oleh
Pemerintah;

i. menyiapkan pemberian persetujuan/penolakan
atas permohonan penanaman modal;

j. men5rusun laporan pelaksanaan tugas perenc€rna€ul
penanErman modal; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim,
dan Promosi Penanaman Modal sesuai dengan
bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 14

Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1} huruf c
angka 2 mempunyai tugas:
a. menganalisa dan men5rusun kebijakan/strategi

promosi pen€rnaman modal berdasarkan sektor
usaha;

b. menganalisa dan menJ rsun kebijakan/strategi
promosi penanaman modal berdasarkan wilayah;
dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan lklim,
dan Promosi Penanaman Modal sesuai dengan
bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Promosi Investasi

dan Kerjasama Penanaman Modal
Pasal 15

Seksi Promosi Investasi dan Kerjasama Penanaman
Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf c angka 3 mempunyai tugas :

a. men5rusun rencana kegiatan program dan kegiatan
promosi investasi dan kerjasama pen€rn€rman
modal;

b. menyiapkan bahan pen5rusunan kebijakan teknis
kerjasama dan promosi pen€rnam€rn modal;
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c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan
perenc€rnaan pengembangan kerjasama dalam
negeri dan luar negeri, promosi, pemberian
pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan,
dan sistem informasi penanaman modal;
menyiapkan profil pencrnam€rn modal usaha
unggulan/prioritas;
menyiapkan perjanjian kerjasama dengan investor
baik dengan pemerintah, swasta domestik dan
internasional;
melaksanakan pengkajian, perunusan, dan
pen5rusunan kebijakan teknis pelaksanaan
pemberian bimbingan dan pembinaan promosi
pen€rn€rm€rn modal;
menyelenggarakan promosi penanaman modal;
menyiapkan bahan media promosi penan€rmErn
modal dalam bentuk media cetak dan elektronik;
menyiapkan pengiriman dan penerimaan
misi/delegasi ke dan dari luar daerah/luar negeri;
melaksanakan forum temu investor; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan lklim,
dan Promosi Penanaman Modat sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bagran Keempat
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan
Pasal 16

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Penz',rnan dan Non
Penitnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan
strategis, koordinasi pembinaan pengendalian, dan
pemberian bimbingan teknis bidang pelayanan
perizinan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, Bidang Penyelenggar€ran Pelayanan
Penzenan dan Non Penzenan menyelenggarakan
fungsi:
a. perunusan kebi,jakan teknis dan strategis

pelaksanaan pelayanan perizinan dan non
pnnnan;

d.

e.

f.

o

h.

l.

j.
k.

b. perumusan rencana kegiatan dan
pelaksanaan pelayanan perizinan;

c. pembinaan, koordinasi, dan
penyelen ggaraan pelayanan pnznan;

d. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan perizinan;

e. pen5rusun€rn laporan hasil kegiatan pelayanan
peidrrarr; dan

program

fasilitasi
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f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perizinan dan Non Perizinan I
Pasal 18

Seksi Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1

mempunyai tugas:
a. men5rusun rencana kerja program dan kegiatan

Perizinan dan Non Perizinan I;
b. menyiapkan bahan koordinasi Tim Teknis;
c. melaksanakan penerimaan, pemeriksaan berkas

permohonan dan penyerahan surat izin, meliputi
lnn Persetujuan Pemanfaatan Ruang, lnn
Gangguan {HO}, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK}'
Izin Mendirikan Bangunan (IMB), lzlr;- Lakasi, lnrt
Reklame Permanert, Izrrr kmbaga Latihan Swasta,
l^rL Mendirikan Satuan Pendidikan, lzin
Mendirikan Tempat Kursus, Izin Pemanfaatan Arek
Lancor, U1n Lingkungan, Izin Tontonan atau
kegiatan, sewa gedung serba guna, Inn
Penyelenggaraan Usaha Hiburan Atau Karaoke, Izin
Usaha Warung Internet, Izin Penutupan Jalan, lan
Pemasangan l-ampu Penerangan Jalan, dan sewa
pemakaian kendaraan atau alat berat;

d. melaksanakan pendataan dan evaluasi masa
berlaku perizinan sebagai bahan instansi teknis
untuk melaksanakan pembinaan teknis;

e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi
perizinan;

f. menJrusun laporan hasil kegiatan pelayanan
perizinan I; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Perizinan dan Non Perizinan II

Pasal 19

Seksi Pennnarr dan Non Penzinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d' angl<a 2
mempunyai tugas:
a. men5rusun rencana kerja program dan kegiatan

Perizinan dan Non Perizinan II;
b. menyiapkan bahan koordinasi Tim Teknis;
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c. melaksanakan penerimaan permohonan,
pemeriksaan berkas, penerimaan biaya, dan
penyerahan naskah perizinan, meliputi Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar
Pemsahaan (TDP), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
(IUPP), Izin Usaha Toko Modern [UTM), Izin Usaha
Pengelolaan Pasar Tradisional flUPPT), Iitn Usaha
Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (tDl), Tanda
Daftar Gudang (TDG), lzlrn Trayek, lzin Sarana
Pariwisata, I^n Rumah Potong Hewan, lnn Jagal,
Izin Peredaran obat hewan/bahan asal hewan, Izin
Peternakan , Izirr Pemondokan {Rumah Kos/ Rumah
kontrakan), Surat lzar: Penangkapan Ikan (SIPI),
Surat Pembudidaya Ikan (SPI), Surat Izin Kapal
Pengangkut Ikan TSIKPI), liarr Pemasangan
Rumpon, lz-Et Penyelenggaraan Optik, lnn
Penyelenggaraart l.a.boratorium, Izin
Penyelenggaraan Apotek, liar. Mendirikan Klinik,
Izin Penyelenggaraan Klinik, Izin Pendirian Rumah
Sakit (Tipe C, D, Rumah Sakit Khusus), lnn
Penyelenggar€an Rumah Sakit (Tipe C, D, Rumah
Sakit Khusus), Izin Toko Obat, lz.lrr Pengobatan
Tradisional, lzirr Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT), Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah
(UTD), danlzrn Toko Alat Kesehatan;

d. memvalidasi berkas permohonan pnzrnan;
e. men5rusun naskah perizinan dan pedoman teknis

pengolahan perizinan;
f. menyiapkan bahan penerbitan naskah penitnan;
g. melaksanakan pendataan dan evaluasi masa

berlaku perizinan sebagai bahan instansi teknis
untuk melaksanakan pembinaan teknis;

h. melaksanakan pengelolaan sistem informasi
perizinan;

i. men5rusun konsep telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perianan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Perizinan dan Non Perizinan III

Pasal 2O

Seksi Perizinan dan Non Perizinan III, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3
mempunyai tugas:
a. men)rusun rencana kerja program dan kegiatan

Perizinan dan Non Perizinan III;
b. menyiapkan bahan koordinasi Tim Teknis;
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c. melaksanakan penerimaan permohon€ln,
pemeriksaan berkas, penerimaan biaya, dan
penyerahan naskah pennnan, meliputi Izin Prinsip
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDI{), lnn
Prinsip PMDN Perluasan, lzirr Usaha Tetap {IUT},
lzirr Usaha Tetap (IUT) Perluasan PMDN, dan
Persetujuan Prinsip (PP) Non PMA/PMDN;

d. memvalidasi berkas permohonan perizinan;
e. melaksanakan penghitungan dan penetapan

retribusi penzj'rnan;
t. men5rusun naskah penzinan dan pedoman teknis

pengolahan perizinan;
g. menyiapkan bahan penerbitan naskah perizinan;
h. melaksanakan pendataan dan evaluasi masa

berlaku pnznan sebagai bahan instansi teknis
untuk melaksanakan pembinaan teknis;

i. melaksanakan pengelolaan sistem informasi
pndnan;

j. men5rusun konsep telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

k. melaksanakan tugas lain yarry diberikan oleh
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Informasi, Pengaduan, dan

Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal
Pasal 21

Bidang Informasi, Pengaduan, dan Pengendalian
Perizinan dan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (U huruf e mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan pemmusan
kebirjakan teknis serta strategis, koordinasi pembinaan
pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang
pengolahan data dan pengendalian.

Pasal22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21, Bidang Informasi, Pengaduan, dan
Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal
menyelenggarakan fu ngsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebdakan teknis dan
strategis pengolahan data dan pengendalian;

b. penyrapan bahan perumusan dan pengembangan
sistem informasi priznan serta penannman modal;

c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi
pengolahan data, dan pengendalian;

d. pelaksanaan pengkajian, fasilitasi penyelesaian
permasalahan perizinan, dan penananum modal;
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e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan
pengolahan data, dan pengendalian;

f. pelaksanaan koordinasi, sosialisasi bidang
penanam€rn modal, dan sistem informasi
penanaman modal; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Informasi
dan Pengolahan Data Sistem Informasi

Pasal 23

Seksi Informasi dan Pengolahan Data Sistem Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf e
angka I mempunyai tugas:
a. menganalisa data pen€rn€rm€rn modal dan perizinan;
b. men5rusun perencanaan sumber daya pemerintah

daerah dalam pen€rn€unan modal dan perizinan;
c. melaksanakan pemutakhiran data dan informasi

pen€rn€rman modal dan perizinan;
d. melaksanakan pemeliharaan sistem informasi

jaringan penanaman modal dan perizinan;
e. men5rusun tatacara pembangunan dan

pengembangan sistem informasi penanaman modal
dan perizinan;

f. menyiapkan bahan koordinasi pembangunan dan
pengembangan sistem informasi penanaman modal
dan perizinan;

g. menyediakan layanan informasi bidang penanaman
modal dan perizin€rn;

h. menyiapkan bahan sosialisasi kebijakan bidang
pen€rnamzrn modal dan perizinan kepada aparatur
pemerintah dan dunia usaha; dan

i. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh
Kepala Bidang Informasi, Pengaduan, dan
Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal
sesuai dengan bidang tugasnya.

Par:agraf 2
Seksi Pengaduan dan Advokasi Layanan

Pasal 24

Seksi Pengaduan dan Advokasi Layanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1) huruf e angka 2
mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan pengaduan, infomasi, dan

konsultasi layanan dalam penyelenggaraart
pelayanan perizinan dan penanaman modal;

b. merencanakan penanganan pengadlran, informasi,
dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan
pelayanan penirnan dan penanaman modal;

c. mengidentilikasi teknis penanganan pengaduan,
informasi, dan konsultasi layanan secara teknis
dan operasional penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan penanaman modal;
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d. mendokumentasikan penang€rnan pengaduan,
informasi, dan konsultasi layanan dalam
penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal;

e. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan,
infomasi, dan konsultasi layanan dalam
penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal;

t, menganalisa data permasalahan penurnganan
pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan
dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
penanaman modal;

g. men5rusun permasalahan penang€tnan pengaduan,
informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka
penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal;

h. memonitoring dan mengevaluasi data penangan€rn
pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan
dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman
modal;

i. menyiapkan bahan koordinasi penanganan
pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan
dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
non perizinan;

j. men5rusun konsep penanganan pengaduan dan
tindaklanjut pengaduan, informasi, dan konsultasi
l,ayanan dalam penyelenggaraan perizinan dan
penanam€rn modal;

k. men5rusun laporan penangzrnan pengaduan,
inforrnasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan penanaman modal;

l. menyiapkan bahan kebiiakan dan harmonisasi
serta advokasi pelayanan periirnan dan non
perizinan;

m. menganalisa bahan kebiiakan (peraturan
perundang-undangan) dalam rangka harmonisasi
regulasi daerah dan advokasi penyelesaian
sengketa perizinan dan penanaman modal;

n. mengk4ii dan mengolah (simplifrkasi dan
sinkronisasi) bahan kebijakan dan harmonisasi,
serta memfasilitasi pendampingan dan/atau
pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi
a{udikasi dan mediasi) dalam penyelesaian
sengketa penirnan dan penanaman modal;

o. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan dan
harmonisasi regulasi daerah berkaitan dengan
pennnan dan pen€rnaman modal serta advokasi
dalam penyelesaian sengketa perizinan dan
penan€rman modal; dan

p. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh
Kepala Bidang Informasi, Pengaduan, dan
Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Paragraf 3
Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perizinan dan

Penanaman Modal
Pasal 25

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perizinan dan
Penanaman Modal sefagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (U huruf e angka 2 mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan Fngawasan dan pengendalian

realisasi penan€rman modal, perizinan, dan non
pnzinan berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

b. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian
kepatuhan perusahaan yang melaksanakan
penzrnaman modal;

c. men5rusun La.poran Kinerja Penanaman Modal yang
wajib disusun oleh Penanam Modal;

d. melaksanakan pendataan dan evaluasi masa
berlaku pnznan;

e. melaksanakan pendataan dan trrengendalian
bersama instansi teknis atas kegiatan/usaha yang
belum/tidak memililt inru

f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi
teknis terhadap idn yang telah habis masa berlaku
atau wajib melakukan her-registrasi untuk
dilakukan pembinaan teknis; dan

g. melaksanakan tugas Lain yang yang diberikan oleh
Kepala Bidang Informasi, Pengaduan, dan
Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

Kedudukan, Susunan Organisasi, Jenis dan Nama,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati
tersendiri.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempun5rai tugas
meliaksanalen sebagian tugas Dinas berkaitan dengan
pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan
keterampilan.

Pasal 28

(U Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari
sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi
dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang
tugasnya.
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(21 Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenega
fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya.

(41 Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan
fungsional diatur sesuai peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
TATA KER.IA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap
pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan masing-masing, lingkungan
Pemerintah Daerah, serta dengan instansi lain di
luar Pemerintah Daerah.

{2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib
mengawasi bawahannya dan mengambil langkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan berlaku apabila terjadi
penyimpangan.

(3) Setiap satuan organisasi bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya
dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang
diperlukan.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab
kepada atasannya dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada wakurrya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk
digunakan sebagai bahan dalam penJrusuna.n
laporan lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan
kepada bawahannya.

(6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajib
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

(7) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib
mengadakan rapat secara berkala dalam rangka
memberikan bimbingan kepada satuan organisasi
bawahannya.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3O

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2OlI
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Desember 2A16

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Desember 2O1,6

SEIIRTTARIS DAERATI
KABUPzEE\PAUEKASAN,

V_.
ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 63
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BAGAIT SI'SI'I{AI[ ORGAITISASI
DIITAS PEI|AITAUAII UODAL DAI{ PELAYAITAI{

TTRPADU SATI' PITTU

I,AMPIRAN
PERATI.'RAN BT.JPATI PAMEKASAN
NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER.IA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PEI,AYANAN TERPADTI SATI' PINTII

BUPATI

SUB BAGIAN
PEREICANAAN, IJMt'M,

DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

BUPATI PAMEKASAN,
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